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ABSTRAK

Hadanah adalah pemeliharaan dan mendidik seorang anak laki-laki
maupun anak perempuan yang belum mumayyiz dan belum dapat berusaha
memenuhi  kebutuhannya sendiri. Ibunyalah yang berhak untuk mengasuhnya,
tetapi nafkah menjadi tanggungan sang ayah meliputi masalah ekonomi,
pendidikan, dan segala kebutuhan pokok anak tersebut hingga dewasa berupa
pengawasan dan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

Persoalan yang akan timbul setelah terjadinya perceraian cukup banyak
diantaranya mengenai hubungan bekas suami dan bekas isteri, seringkali terjadi
masal ah baru seperti pembayaran mahar yang masih belum lunas dibayarkan oleh
pihak bekas suami kepada pihak bekas isterinya, kemudian bekas suami tidak mau
memberikan nafkah kepada bekas isteri sebelum masaiddahnya selesai. Mengenai
persoalan pemeliharaan anak (hadanah), seringkali menjadi persoalan oleh kedua
orang tuanya untuk mengasuh anak yang menjadi korban dari perceraiannya.

Untuk menjawab persoalan di atas, maka penyusun mengunakan penelitian
yang berupa penelitian dalam kategori kepustakaan (library research), adapun
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif,
yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada al-Qur’an dan sunnah Nabi, termasuk
penafsiran atas ayat-ayat dalam a-Qur’'an, serta pendekatan yuridis, yaitu
pendekatan dengan berdasarkan pada perundang-undangan maupun Kompilasi
Hukum Islam dan Y urisprudensi. Penelitian dalam sekripsi ini bersifat deskriptik-
analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan data kemudian
dianalisis dan diambil kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: hukum Islam dalam menetapkan
masalah pengasuhan anak (hadanah) ditetapkan berdasarkan al-Qur’an dan a-
Hadis dan para pendapat imam mazhab yaitu, apabila seorang suami dan isteri
bercerai dan terdapat anak yang belum dewasa maka anak tersebut ikut dengan
sang ibunya baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan menurut
hukum Adat apabila seorang suami dan isteri bercerai atau meninggal dunia dan
terdapat anak yang belum dewasa, maka anak tersebut ditetapkan ikut ayah atau
ibu sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut dan yakini menurut
ketentuan Adat.

Sedangkan batasan umur pengasuhan anak yang belum menginjak dewasa
(mumayyiz) menurut hukum Islam dan hukum Adat adalah tidak pasti karena tidak
ada aturan yang menjelaskan dan menerangkan batasan umur pengasuhan secara
rinci, dan tidak ada satu nash pun yang menjelaskan dengan mendetail dan pasti
tentang batasan pengasuhan tersebut dan para imam mazhab dalam menentukan
batasan umur juga dengan fatwanya sendiri-sendiri dan dengan melihat
kesegjahteraan anak tersebut.
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MOTTO

" Jika seorag Anak Adam meninggal dunia, maka
putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara,
yaitu:

+ Sedekah jariyah,

+ [lmu yang bermanfaat dan
+ Anak shaleh yang selalu mendoakannya...(Hadis Riwayat Muslim)

Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan karena
kesempatan tidak akan datang dua kali (penyesalan bagi orang yang
malas)

‘Sang pemimpin adalah orang yang mampu memberi contoh Retika berada di
depan, jika di tengah-tengah ikut membantu, dan jika di belaRang mampu
memberi dorongan...”

* Hidup akan berarti jika bisa menghargai akan makna hidup ini

Berjuanglah Demi Hidup...!!!”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No:
158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif | tidak dilambangkan
< Ba’ b be
o Ta’ t te
< Sa’ $ es titik atas
z Jim ] je
z H2’ h ha titik di bawah
¢ Kha’ kh ka dan ha
2 Dal d de
3 Zal z zet titik di atas
J R r er
J Zai z zet
o Sin S es
o Syin sy es dan ye
o= Sad ) es titik di bawah
o= Dad d de titik di bawah

X1




b Ta’ t te titik di bawah
L 7a’ z zet titik di bawah
¢ ‘Ayn e koma terbalik (di atas)
d Gayn g ge

- Fa’ f ef

3 Qaf q qi

4 Kaf k ka

Jd Lam 1 el

B Mim m em

o Nun n en

E) Waw w we

o Ha’ h ha

s Hamzah i apostrof

¢ Ya y ye

B. Konsonan Rangkap karena Tasydid Ditulis Rangkap

ditulis muta‘aqqidin

ditulis ‘iddah

C. Penulisan 7a' Marbiitah

1. Bila dimatikan, maka ditulis h:

ditulis hibah

Xii




ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, maka ditulis t dan
diikuti huruf sesudahnya yang ditulis sesuai dengan bacaannya

menggunakan tanda penghubung:

ditulis zakatul-fitri

3. Khusus untuk lafal Allah sesudah kata yang berakhiran ta' marbitah,

penulisannya tanpa menggunakan kata penghubung:

ditulis ni ‘matullah
D. Vokal Pendek
____ (fathah) ditulis a contoh ditulis daraba
___(kasrah) ditulis i contoh ditulis fahima
__~ (dammah) ditulis u contoh ditulis kutiba

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)

ditulis Jjahiliyyah

Xiil



2. fathah + alif maqstr, ditulis a (garis di atas)

ditulis yvas‘a

3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)

ditulis majid

4. dammah + wau mati, ditulis G (dengan garis di atas)

ditulis furid

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya mati, ditulis ai

ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

ditulis qaul

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan

dengan Apostrof

ditulis a’antum

ditulis u ‘iddat

Xiv



ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

ditulis al-Qur’an

ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

ditulis asy-syams

ditulis as-sama’

I. Huruf Besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat dapat Ditulis Menurut

Penulisannya

ditulis zawi al-furiid

ditulis ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu tindakan yang sangat sakral serta mempunyai
tujuan yang sangat suci dan mulia, perkawinan bukan sekedar hanya untuk
pelampiasan hawa nafsu semata, melainkan suatu upaya untuk meraih
ketenteraman, ketenangan, saling memiliki, serta sikap saling mencintai dan
menyayangi antara suami isteri yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang
yang suci.

Perkawinan pada hakikatnya adalah menyatukan dua hati, watak dan
perilaku yang berbeda dalam ikatan perjanjian yang sangat suci dan kuat
(mitsaqon gholidhan) untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis antara
laki-laki dan perempuan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan
bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suami isteri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya
untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus
dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami
merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.
Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan

pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram. Pada



umumnya hak-hak dasar dan kewajiban suami isteri itu dibagi menjadi empat
macam di antaranya:'

1. Nafkah

2. Hadanah

3. Menyusukan anak

4. Pergaulan suami istri

Kedudukan anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh
kedua orang tuanya, kewajiban merekalah untuk mendidik anaknya hingga
berperilaku sebagaimana yang dianjurkan oleh agama.” Adanya perceraian antara
suami isteri menimbulkan masalah baru terutama pada anak yang mencakup
masalah pengasuhan hak anak (hadanah).

Perceraian pada dasarnya tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab
perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat yang berarti perkawinan
diharapkan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kesesuaian dengan ajaran
Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memakai azas
mempersulit adanya perceraian, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

Alasan-alasan terjadinya perceraian sangatlah bervariasi. Tetapi dari

variasi tersebut terdapat hal yang sama, yaitu pada umumnya alasan dari pada

! Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), him. 123.

2 Luthfi as-Syaukani, Batasan Sanksi Hukum Bagi Anak-Anak dalam Politik HAM dan
Isu-Isu Tekhnologi dalam Figh Kontemporer, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), him. 165.



terjadinya perceraian karena zinah yang dilakukan oleh pihak isteri. Selain alasan
umum diatas, juga terdapat alasan-alasan lain, di antaranya:
a. Tidak memperoleh keturunan dari suami dan suami meninggal dunia

(minta cerai dari jabu asal suaminya-Batak).

b. Karena kerukunan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi

(Lampung).

c. Karena campur tangan pihak mertua sudah terlalu jauh dalam soal rumah
tangga mereka (Aceh).’

Kemudian, kebanyakan adalah mungkin juga, bahwa salah seorang dari
suami-isteri (kerena sebab-sebab yang bertalian dengan pergaulan pribadi) minta
cerai dengan jalan apapun juga. Perceraian terjadi justeru karena urusan
perorangan, selalu ada hubungannya dengan persoalan siapa yang salah
(schuldvraag). Terkadang-kadang apakah ia ada hak atau tidak untuk minta cerai
itu tergantung dari siapa yang salah.*

Pendapat Imam Mazhab, keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah
yang berhak memelihara dan mengasuh hadanah anak-anak yang di bawah umur
itu (belum dewasa). Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak hadanah
ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Syafe'i: "ibu berhak sebelum
anak itu berumur tujuh tahun", baik anak laki-laki maupun anak perempuan.’

Tetapi Maliki, Hanafi dan Hambali membedakan antara anak laki-laki dan anak

3 Soerjono Soekanto, dkk, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1996), cet. 3,hlm.
261.

* Ibid.

> Hasbi Ash-Shiddiqy, Pedoman Rumah Tangga, (Medan: Pustaka Maju, tt), hlm. 40.



perempuan. Menurut Maliki: "anak laki-laki sebelum baligh dan anak perempuan
sebelum kawin dan setelah dicampuri suaminya". Hanafi: "anak laki-laki sebelum
berumur tujuh tahun", demikian juga Hambali. Dengan demikian berakhirnya hak
hadanah ibu, maka anak tersebut di mana ia suka tinggal, pada ibunya atau
ayahnya. Hadis Nabi menerangkan bahwa ibu yang lebih berhak untuk mengasuh
anak dari pada ayah, karena dengan mempertimbangkan kemaslahatan si anak itu
sendiri.

Apabila ibu sudah bersuamikan orang lain bila ternyata kemaslahatan si
anak lebih terjamin, maka ibulah yang berhak mengasuh anak tersebut. Menurut
BW HOCI (Huwelijk Ordonantie voor de Christenen Indonesien), Undang-
Undang Perkawinan umat kristen Indonesia, Jawa, Minahasa dan Ambon, dan
Hukum Adat, HOCI merupakan kombinasi antara BW dan hukum adat, mengenai
anak-anak yang belum dewasa, menurut Pasal 229 BW (Burgerlijk Wetboek)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku bagi orang-orang Eropa dan Asia,
oleh Pengadilan harus ditentukan sekali, kepada siapa dari bekas suami dan bekas
isteri anak-anak itu harus turut (ikut). Apabila pihak yang diserahi anak itu tidak
mampu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal
230 BW, hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak
lain untuk turut membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tadi.
Sedang menurut Pasal 230c, apabila waktu adanya putusan perceraian tidak

adanya perintah seperti tersebut dalam Pasal 230b, dan kemudian dirasakan perlu



adanya yang demikian ini, maka Dewan Perwakilan dapat menuntut dimuka
Hakim setelah putusan perceraian didaftar dalam register catatan sipil.°

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang
tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi,
pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Dalam
konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala
keluarga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat
membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Oleh karena
itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan rasa saling tolong-menolong
antara suami dan isteri dalam mengasuh anak, dan mengantarkannya hingga anak
tersebut menginjak dewasa. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dalam
memelihara seorang anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami dan
sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.’

Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Bab XIV dijelaskan sebagai
berikut:

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,
sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum
pernah melangsungkan pernikahan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di
dalam maupun di luar persidangan.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya
meninggal dunia.

SH. M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia),
hlm. 91.

7 Ibid., hlm. 93.



Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah
mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan
ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di masa dewasa kelak. Secara khusus al-
Qur'an menganjurkan kepada ibu agar hendaknya menyusukan mereka, secara
sempurna yaitu selama dua tahun. Demikian juga al-Qur'an mengisyaratkan, agar
ibu tidak menderita karena si anak, demikian juga seorang ayah tidak menderita
kerena anaknya. Hal ini dimaksud agar orang tua memenuhi kewajiban menurut
kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, kewajiban tersebut
dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.®

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan adanya
globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, term pemeliharaan anak perlu
dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua
tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban meteriil
si anak, akan tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang
dari kedua orang tuanya, faktor tersebut menjadi penentu pembentukan
kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka si anak
kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka di

luar rumabh.

¥ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), cet-4, hlm.
236.



B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh

pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimanakah hukum Islam dan hukum Adat dalam menanggapi masalah
tentang hak hadanah seorang anak serta perbedaan mengenai jangka
waktu hadanah.

Bagaimanakah pemberian hak hadanah dalam hukum Islam dan hukum

Adat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

. Untuk menjelaskan segi perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan hak

hadanah, serta jangka waktu hadanah dalam tinjauan hukum Islam dan
hukum Adat.

Untuk memberikan kemudahan dalam rangka pemberian hak hadanah,
kepada siapa akan di berikan, menurut hukum Islam dan hukum Adat.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk:

Untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya
mengenai masalah hadanah.

Memberikan sedikit pemahaman bagi masyarakat Islam pada umumnya
dan masyarakat Indonesia tentang penetapan hak hadanah menurut hukum

Islam dan hukum Adat.



D. Telaah Pustaka

Iman Sudiyat dalam bukunya Hukum Adat Sketsa Adat, memuat perbedaan
antara hubungan kekerabatan sebagai pengertian umum dan hubungan anak
dengan orang tuanya sebagai hubungan khusus. Selain itu Iman Sudiyat juga
menyatakan bahwa hakim bisa mengangkat wali manakala timbul kesulitan
mengenai hak hadanah atas anak, dan tidak ada seorangpun yang bersedia atau
ada yang bersedia namun tidak cakap (tidak bisa memberikan pengasuhan dan
pendidikan bagi si anak tersebut).’

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya yang berjudul
Hukum Perdata Islam di Indonesia mengemukakan dalam kasus seorang anak
yang tidak lagi mempunyai orang tua, atau masih memiliki orang tua namun
dipandang tidak cakap untuk merawat dan mendidik anak tersebut, maka
keberadaan hak hadanah anak tersebut manjadi sebuah keniscayaan belaka.'®

Bushar Muhammad dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum
Adat mengemukakan apabila dalam suatu keluarga, salah satu dari orang tuanya,
bapak atau ibu sudah tidak ada lagi, maka kalau ada seorang anak yang masih
belum dewasa, dalam susunan keturunan yang perental, maka orang tua yang
masih hidup yang memelihara anak-anak tersebut lebih lanjut, ibu ataupun
ayahnya sampai anak itu dewasa.

Pada masyarakat Minangkabau matrilineal, jika bapaknya meninggal

dunia, maka ibunya meneruskan kekuasaannya terhadap anak-anaknya yang

? Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1981), cet-4, hlm. 100.

19 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2004), him. 303.



masih belum dewasa itu. Apabila ibunya meninggal dunia, maka ank-anak
dimaksud tetap berada pada kerabat ibunya serta dipelihara seterusnya oleh
keluarga ibunya, sedangkan hubungan antara bapak dengan keluarga ibu anak-
anaknya dapat terus dipelihara oleh si bapak.

Pada masyarakat Tapanuli (patrilineal), jika bapaknya meninggal dunia,
maka ibunyalah yang meneruskan dalam hal pemeliharaan anak tersebut dalam
lingkungan keluarga bapaknya. Jika ibunya ingin pulang ke lingkungan sendiri
ataupun ingin kawin lagi dengan laki-laki lain, maka ia dapat meninggalkan
lingkungan keluarga almarhum suaminya, tetapi anak-anaknya tetap tinggal dalam
keluarga almarhum suaminya.'!

Bagi seseorang yang dikenai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik si
anak tersebut dan menjaga harta benda si anak, jika orang tersebut melalaikan
tugasnya, atau berkelakuan buruk maka kekuasaan sebagai seseorang yang berhak
mengasuh anak dapat dicabut. Selain itu, orang tersebut wajib mengganti kerugian
terhadap harta benda anak yang berada di bawah pengasuhannya itu, bila ternyata
akibat kelalaian atau karena perbuatannya menyebabkan timbulnya kerugian
terhadap harta benda si anak tersebut.'”

Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,

mengatur mengenai ketentuan anak yang belum mencapai umur 18 tahun (belum

"' Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006),
hlm. 11.

12 1bid., Amiur Nuruddin, Hukum Perdata, hlm. 308.
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pernah melangsungkan perkawinan) yang tidak berada di bawah kekuasaan orang
tua, berada di bawah kekuasaan pengasuh (wali).'?

Mahmud Junus, dalam bukunya Hukum Perkawinan dalam Islam,
mengemukakan apabila terjadi perceraian antara kedua suami-istri, maka anak-
anak yang masih berumur kurang dari 7 tahun, diasuh oleh ibunya, selama ibunya
belum kawin dengan laki-laki lain. Anak-anak yang sudah berumur 7 tahun keatas
dapat memilih, apakah akan ikut ibunya atau akan ikut bapaknya. Bapak
menanggung biaya anak tersebut, hingga anak tersebut dewasa. Pengadilan
Agama menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut,
apabila didapatkan persetujuan dari kedua belah pihak."*

Amir Syarifuddin, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
mengatakan, hak pilih diberikan kepada si anak bila terpenuhi dua syarat yaitu:
Pertama: apabila salah satu dari orang tuanya tidak memenuhi syarat untuk
mengasuh anak tersebut, maka hak hadhanah diberikan kepada orang tua yang
memenuhi syarat, baik ayahnya atau ibunya.

Kedua: si anak tidak dalam keadaan idiot, bila anak dalam keadaan idiot,
meskipun telah melewati masa kanak-kanak, mak ibunya yang berhak mengasuh,
tidak ada hak pilih untuk si anak tersebut."

Soerjono Soekanto, dkk, dalam bukunya Hukum Adat Indonesia

berpandangan bahwa anak-anak yang masih menyusu (di bawah umur 2 atau 3

"3 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat (1) dan (2).

' Mahmud Junus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Al-Hidayah, 1968), him.
146.

> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (jakarta: Kencana, 2006), cet-1. him.331.
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tahun) selalu mengikuti ibunya, dan yang memberikan nafkah bagi anak-anaknya
adalah suami. Dalam masyarakat bilateral,maka sang ibu dapat memelihara anak
itu apabila mampu memeliharanya. Mahkamah Agung menetapkan bahwa hak
hadanah didasarkan pada kepentingan si anak, pada siapakah kepentingan si anak
dapat terpenuhi, si ibu atau kah pada si bapak. Mahkamah Agung dapat
menetapkan siapa yang sebaiknya melakukan pemeliharaan tersebut dengan
melihat kedudukan ekonomis dari kedua belah pihak."®

Dalam skripsi karya Asy’ari Hasan yang berjudul ”Persengketaan
Pemeliharaan Anak antara Suami Isteri: Studi Pendapat Hanabilah”
menjabarkan tentang pemeliharaan anak. Batasan pemeliharaan anak, baik laki-
laki maupun perempuan adalah sampai umur tujuh tahun. Selanjutnya seorang
anak laki-laki berhak memilih antara ibu dan bapaknya, tetapi jika anak
perempuan berumur tujuh tahun maka anak tersebut tidak boleh memilih dan
secara paksa ikut dengan bapaknya.'’

Sepengetahuan penyusun belum ada skripsi atau karya ilmiah yang secara
mendetail membahas tentang hak asuh anak (hadanah) menurut hukum Islan dan

hukum Adat.

' Soerjono Soekanto, dkk, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet-3. hlm.
263.

'7 Asy’ari Hasan, “Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Isteri, Studi Analisis
Pendapat Hanabilah,” Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002), tidak
diterbitkan.



12

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki,
sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian
demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Kemaslahatan hakiki
tersebut sulit dicapai sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait
yakni kembali kepada kepentingan mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia
di dalam hidupnya. Hal ini hanya dapat ditegakkan dengan jalan melindungi dan
memelihara keselamatan agama, jiwa, harata, dan keturunan.'®

Allah SWT memberi perintah kepada umat manusia untuk senantiasa
menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan mereka
kedalam api neraka. Keselamatan besok di akhirat tidak hanya menjadi tanggung
jawab masing-masing individu, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama
seluruh keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat: 6 yang

berbunyi:"’
e solaadly (ulll laagdy 1)L aSlaly Al )68 ) gial (dl) el
O e e (yslady g ab yal e dill () seany ¥ 2ol I3le 4S50
Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus

dilakukan oleh kedua orang tuanya, sebab apabila disia-siakan tentu akan

menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.® Anak dalam konsep Islam

'8 Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam, (Yogyakarta: Fakultas
UII, 1984), him. 30.

1 At-Tahrim (66): 6.

2 Ahmad Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna,
1994), him. 215.
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merupakan karunia dan amanat yang dititipkan Allah kepada manusia yang perlu
dijaga dan dibina karena kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya.

Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan
anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka itu mempunyai
hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang tuanya. Secara garis besar hak anak
dikelompokkan menjadi tujuh macam di antaranya:*'

1. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.

2. Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang paling penting,

karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada

masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam al-Ahzab (337): 5.

Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.

4. Hak anak dalam menerima susuan. Ini berdasarkan Firman Allah: al-

Bagarah (2): 233, dan al-Qashash: (28): 11, 12, 13.

Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan, hal ini sesuai
dengan Firman Allah dalam al-Isra (17): 34, dan an-Nisa (4): 2, 6, 10.

7. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan.Untuk memenuhi
semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani
maupun rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan,
perawatan, dan pendidikan anak, dan untuk memenuhi hal ini tidak harus
mutlak oleh sang ibu.

(O8]

K

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "hadanah".
Hadanah menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di
pangkuan", karena ibu waktu mentusukan anaknya meletakan anak itu di
pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya,
sehingga "hadanah" dijadikan istilah yang maksudnya :"pendidikan dan
pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus

dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

2 Azwar Butun, Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta: Fighati Anesia 1992),
hlm. 75.
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Para ulama fikih mendefinisikan: Hadanah yaitu melakukan pemeliharaan
anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah
besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan
kebaikannya,menjadi dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik
jasmani rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan
memikul tanggung jawab.

Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam
pengertian hadanah terkandung makna pemeliharaan jasmani dan rokhani, di
samping itu terkandung pengertian pula pendidikan terhadap anak. Pendidikan
mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si
anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan hadanah dilaksanakan
dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak tidak mempunyai
keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota
kerabat yang lain. Hadanah merupakan suatu hak dari hadhin (orang yang berhak
mengasuh anak), sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari seorang
pendidik.?

Sebagian para ahli figh berpendapat bahwa yang berhak atas pengasuhan
itu ialah anak asuh. Karena itu pengasuh dapat dipaksa untuk melakukan
pengasuhan apabila pengasuh tidak mau melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya,
apabila anak-anak tidak mau diasuh oleh pengasuhnya, maka seorang pemgasuh

tidak dapat memaksa anak asuhnya itu untuk diasuhnya. Hal ini disebabkan

22 Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm.
176.
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karena yang mempunyai hak atas asuhan itu ialah anak asuh itu sendiri, ia
berkuasa atas haknya itu, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

Sebagian ahli figh yang lain berpendapat bahwa pengasuhlah yang berhak
atas asuhan si anak. Karena itu pengasuh tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan
asuhan, apabila ia tidak mau melaksanakan haknya itu. Sebaliknya pengasuh
memaksa anak asuhannya, seandainya anak asuhannya itu tidak mau diasuhnya.”

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban kedua
orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan
mereka gagal karena perceraian. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan
dinyatakan:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada
perselisthan mengenai penguasaana anak-anak pengadilan memberi
keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan hal
tersebut tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat
menentukan bahwa ibu ikut memikul (menanggung) biaya buat anak
tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya kehidupan dan atau suatu kewajiban bagi bekas isterinya.

Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa terdapat perbedaan tanggung
jawab pemeliharaan yang bersifat meterial, dan tanggung jawab pengasuhan

terhadap seorang anak. Jika ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan

tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang

3 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), him.139.
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menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila
terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.**

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila adanya alasan-
alasan yang menuntut pengalihan tersebut. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan
menyatakan:

1) Ia sangat melalaikan tugasnya terhadap anaknya.

2) Ia berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya.

3) Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, tetapi orang tua tersebut tetap
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak tersebut hingga
beranjak dewasa.”

Sementara itu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia juga telah mengatur masalah hadanah.
Dalam Pasal 156 poin (a) sampai (c) disebutkan:

a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadanah dari
ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka
kedudukannya diganti oleh orang yang berhak.

b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah
baik dari bapaknya atau ibunya.

c) Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rokhani anak meskipun biaya nafkah dan hadanah telah
dicukupi maka atas permintaan kerabat dan bersangkutan Pengadilan
Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak hadanah pula.*®

F. Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan

kepada metode sistematik dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), cet-4,
hlm.248.

3 Ibid., hlm. 254.

%% Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 (a) (b) (c).
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mempelajari  satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara
menganalisanya.

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara
ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan
pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh beberapa metode, metode
tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research), dalam
penelitian ini penyusun melacak berbagai macam literatur yang berupa buku-buku
yang berkaitan dengan masalah hak hadanah dalam hukum Islam dan hukum
Adat. Dan juga buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan mengenai sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif,
yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan konsep hadanah dalam hukum
Islam dan dalam hukum Adat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan
normatif dengan teori ushul figh, yaitu prioritas norma yang lebih tinggi
tingkatannya, dengan berdasarkan kepada al-Qur'an dan As-sunnah dengan
memakai metode istinbat.

4. Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini melalui penelaahan

dan pemahaman terhadap bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan pokok
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bahasan, sumber data primer lebih diutamakan, yaitu tulisan-tulisan hukum Islam
dan karya-karya ilmiah yang membicarakan dan menerangkan tentang hak
hadanah seorang anak tersebut dan buku-buku hukum Islam pada umumnya.
5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan beberapa metode:

a. Metode deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data yang bersifat
umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini
akan digunakan dalam menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum
Adat yang mengkristal dalam sebuah peraturan hukum.

b. Metode komparatif, yaitu membandingkan suatu data yang satu dengan
data yang lainnya, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya
yang pada akhirnya menuju kepada suatu kesimpulan. Metode ini akan
menjelaskan hubungan atau relasi antara hukum Islam dan hukum Adat

untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka penulis menyusun
pembahasan ini secara urut dalam sistematis sebagai berikut:

Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab pertama, terdiri dari tujuh sub bab,
diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang pemunculan masalah
yang diteliti, dalam hal ini mengenai hak hadanah dalam hukum Islam dan hukum
Adat di Indonesia. Kedua, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap apa

yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan:



19

Tujuan adalah cita-cita yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sedangkan
kegunaan adalah manfaat yang akan digunakan dari hasil penelitian ini. Keempat,
telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek
penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum banyak yang
membahas. Kelima, kerangka teoretik, yang berisi acuan yang digunakan dalam
pembahasan dan pemecahan masalah. Keenam, metode penelitian, yang berisi
tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika
pembahasan, berisi tentang struktur dan urutan yang akan dibasahas dalam skripsi.

Dalam bab kedua, berisi tenteng tujuan umum pemeliharaan anak
(hadanah) dalam hukum Islam, topik ini ditempatkan dalam bab dua, karena,
untuk menuju mengenai masalah persengketaan mengenai masalah hak anak
dalam hukum Islam, karena perlu dijelaskan secara mendetail. Bab dua ini terdiri
dari lima sub bab. Pertama mengenai pengertian pemeliharaan anak (hadanah),
merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak.
Kedua, dasar-dasar pemeliharaan anak, menjelaskan tentang landasan hukum
kewajiban orang tua untuk memelihara anak. Ketiga tertib pemeliharaan anak,
menerangkan tentang bagaimana perbedaan dalam hukum Islam dalam
menetapkan urutan-urutan orang yang berhak terhadap pengasuhan terhadap anak
setelah ibu. Keempat memuat tentang apa saja syarat-syarat seseorang yang pantas
mengasuh anak, Kelima memuat bahasan tentang jangka waktu dalam
pemeliharaan anak (jangka waktu hadanah). keenam menjelaskan bahasan tentang

hal upah dalam pengasuhan anak (hadanah).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan secara menyeluruh mengenai
beberapa permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dapat diambil suatu
kesimpulan:

Hukum Islam dalam menangani masalah pengasuhan anak (hadanah)
yaitu dengan melihat anak tersebut dekat dengan siapa, dengan bapaknya ataukah
ibunya, dan apabila anak tersebut sudah dewasa, hukum Islam juga memberikan
kebebasan kepada sang anak untuk memilih kepada siapa anak tersebut akan ikut,
dan apabila anak tersebut belum dewasa lebih mengutamakan ibunyalah yang
mengasuhnya atau yang lebih dekat dengannya. Adapun mengenai jangka waktu
pemeliharaannya hukum Islam memberikan waktu 7 tahun bagi anak laki-laki dan
9 tahun bagi anak perempuan, tetapi para imam mazhab ada yang menentukan 9
tahun bagi laki-laki dan 11 tahun bagi anak perempuan, mereka menetapkan
hanya dengan fatwa sendiri dengan melihat kesgjahteraan anak itu, karena tidak
ada satu Nash pun dalam a-Qur’an yang menjelaskan secara rinci tentang hal
tersebut.

Sedangkan dalam pandangan hukum Adat apabila seorang suami isteri
bercerai atau meninggal dunia, masalah pengasuhan anak (hadanah), ditentukan
berdasarkan sistem kekerabatannya, misalnya pada sistem kekerabatan patrilineal,

apabila kedua orang tua bercerai, maka sang anak ikut kepada keluarga sang ayah,

76
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sedangkan pada sistem kekerabatan matrilineal, sang anak ikut kepada ibunya,
sedangkan pada sistem kekerabatan yang menganut sisitem kekerabatan parental
(keorangtuaan), yang dapat dikatakan lagi tidak mempertahankan garis keturunan,
apabila seorang suami atau isteri bercerai atau meninggal dunia, sang anak
dikuasai dan dimiliki oleh sang ayah (suami), kecuali apabila sang ayah tidak
mampu memeliharanya, maka boleh ditangani oleh sang ibunya. Ketentuan
tersebut tidak bisa dirubah karena dalam masyarakat Adat sistem kekerabatan
sangat penting sekali dalam kehidupannya.

Sedangkan mengenai jangka waktu pengasuhan anak dalam hukum Islam

dan hukum Adat, tidak ada satu aturan yang mengaturnya secara pasti.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, izinkanlah penulis
memberikan beberapa saran-saran, baik kepada penulis sendiri, kaum kerabat,dan
pada para pembaca sekalian pada umumnya:

Pertama, Apabila melihat akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadi
perceraian hendaknya orang tua yang akan bercerai, hendaknya berfikir lebih
jernih, apakah alasan perceraian sepadan dengan akibat yang akan
ditimbulkannya, sehinggatidak gegabah untuk melakukan perceraian.

Kedua, Hendaknya sebelum kita memasuki dunia pernikahan, kita harus
memilih pasangan yang benar-benar cocok dan mantap di hati, baik dari segi

pemikiran, agama, dan lain sebagainya, agar kelak nantinya dapat menjalani
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bahtera rumah tangga dengan bak, dan menjadi keluarga yang sakinah,
mawaddah, dan warahmabh.

Ketiga, Apabila terpaksa terjadi perceraian maka sebaiknya, selain
menggunakan hukum yang telah di tetapkan baik oleh agama melaui firman-
firman Allah, tetapi juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, baik pihak
suami maupun pihak isteri, dan setelah bercerai harus dibicarakan bagaimana
prosedur pengurusan anak, baik nafkah yang berupa materiil maupun in materiil,
agar anak yang menjadi korban tidak terlantar hidupnya di kemudian hari.

Keempat, Sifat fleksibel dari hukum Islam (Syari’ah), hendaknya jangan
dijadikan sebagai sebuah alasan untuk melakukan upaya perubahan pembaharuan
dalam hukum Islam secara membabi buta tanpa ada dasar dan alasan-alasan yang
memadai untuk merubahnya.

Kelima, Hendaknya sepirit yang sudah terdapat dalam hukum Islam tidak
hanya dijadikan sebagai hukum tambahan dalam memahami persoalan hukum,
tetapi dapat menjadi acuan utama, dalam hidup di Negara yang sangat komplek
manusianya, khususnya dalam kehidupan beragama, agar aturan ini tidak
menghilang begitu saja, harus dimanfaatkan secara benar dan menyeluruh.

Semoga semua itu bermanfaat buat dunia dan akhirat. Amiiin.....?
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Lampiran |

DAFTAR TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN AL-HADIST

NO

Him

FN

TERJEMAH

BAB |

12

19

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu.

BAB I

23

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang kamu
berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan
dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika akan khawatir bahwa
keduanya (suami Isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum
Allah, maka tidak ada dosa ataskeduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

23

Y ang halal yang paling di benci Allah ialah percerain

24

Setiap wanita yang meminta talaq kepada suaminya tanpa adanya
suatu sebab, maka diatidak akan menemukan baunya surga.

29

24

Dan kewgjiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara yang maruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang itu
menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian.

30

25

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelgjaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mélihat.

30

26

Setiap diantara kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan
dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, dan Imam
adalah pemimpin dia akan ditanya atas kepemimpinannya, dan laki-
laki (bapak) adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta
pertanyaan atas kepemimpinannya, dan perempuan (ibu) adalah
pemimpin bagi suaminya dan ia akan ditnya atas kepemimpinannya
bagi suaminya dan keluarganya.




30

27

Dan kewgjiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan jalan yang ma'ruf.

33

34

Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan), mereka. Oleh sebab itu
hendaknya mereka bertagwa kepada Allah dan hendaklah
mengucapkan perkataan yang benar.

10

34

35

Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya
mengajarinya menulis, renang, memamah, dan tidak memberinya
rizki kecuali dengan rizki yang baik.

11

39

47

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara yang ma' ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita
kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewagjiban
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada
dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingi anakmu disusukan oleh
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu, apabila kamu memberikan
pemberian menurut yang patut...

12

39

48

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu mengusahakan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada
mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala
sesuatu), dengan baik-baik, dan jika kamu menemuikesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

13

41

49

Engkau lebih berhak terhadap anakmu itu selama engkau belum
kawin dengan laki-laki lain.

14

42

53

Rasulullah SAW bersabda: Anak ditetapkan antara bapak dan
ibunya sebagai mana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan
ditetapkan antara bapak dan ibunya.




BAB |11

15

60

19

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap (kesgahteraan), mereka. Oleh sebab itu
hendaknya mereka bertagwa kepada Allah dan hendaklah
mengucapkan perkataan yang benar.

BAB IV

16

72

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kel apangan sesudah kesempitan.

17

73

Bahwa kakeknya Abu As-Salamah memeluk Islam pada masa
Rasulullah dan neneknya belum masuk Islam. Dan keduanya punya
anak kemudian bertanya, kepada Rasulullah. Kemudian Rasul
bersabda ”"Duduklah bapak di satu sisi sedangkan ibu disis
lainnya”. Kemudian diminta untuk memilih sebagaimana ibunya
pernah memilihnya. Kemudian Rasul bersabda “Ya Allah
berikanlah hidayah kepada (anak), bersabda lagi maka kembalilah
kepada bapakmu.
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Sawah, Kabupaten cianjur, Jawa Barat. Setelah menyelesaikan SDN, Madrasah
Ibtidaiyah tahun 1957, Tsanawiyah 4 tahun dan tamat 1962, kemudian PGA 6
tahun di Bogor 1965. Pada tahun 1966 masuk IAIN Syarif Hidayatullah jurusan
[Imu Agama Jakarta. Kemudian jadi asisten dosen Tarbiyah tahun 1985 sampai
sekarang. Pada tahun 1966 beliau mendapat gelar (MA) dari Program
Pascasarjana.

ABU DAWUD

Beliau lahir tahun 202 H/ 817 M di kota dijistan (terletak antara Iran dan
Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis. Ulama-ulama yang
pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, ‘Usman bin Abi Syaibah
dan Abu Walid at-Turmuzi, Abu * Awwanah dan lain-lainnya.

Beliau di kenal sebagai ulama as-Sunah atau biasa disebut Sunan Abu
Dawud. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan
periwayatannya ulama ahli hadis dari kalangan sunni sepakat bahwa karya Abu
Dawud ini termasuk kelompok al-Kutub al-Khansah (lima kitab hadis yang
standar). Abu Dawud wafat di Basrah pada hari jum'’at tanggal 16 Syawal 275 H
bertepatan dengan bulan Februari 889 M.

AS-SAYID SABIQ

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal
dunia tahun 2000 M. la merupakan salah seorang ulama a-Azhar yang
menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari’ah. Kesibukannya dengan dunia figih
melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. la mulai
menekuni dunia tulis menulis melalui beberapa majalah yang eksis pada waktu
itu., seperti majalah mingguan al-lkhwan al-Muslimun. Di magjalah ini, ia menulis
artikel ringkas mengenai Figih Thaharah. Dalam penyajiannya beliau berpedoman
pada buku-buku figih hadis yang menitik beratkan pada masalah hukum seperti
kitab Subulussalam karya ash-Shan’ ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibu Hajar,
Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan yang lainnya.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal Figih Sunnah diterbitkan pada
tahun 40-an di abad 20. la merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan
hanya memuat figih thaharah. Setelah itu Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam
waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan juz yang pertama
sebagai kelanjutan dari buku yang sebelumnya hingga akhirnya berhasil
diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang
bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah
seorang muridnya, Syaikh Y usuf a-Qardhawi.




IMAM ASY-SYAFEI’]

Imam Asy-Syafi’'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris
As-Syafi’i, beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M),
berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauhRasulullah
Saw. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga
Rasulullah) dan dari ibunya merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam
kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Palestina,
setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan kemudian berpulang kerahmatullah,
kemudian beliau di asuh dan di besarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat
prihatin dan serba kekurangan, pada usia 2 (dua) tahun, ia bersama ibunya
kembali ke Mekkah, dan di Kota inilah Imam Syafi’i mendapat asuhan dari
ibunya dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat beliau berusia 9 (sembilan) tahun, beliau menghafal seluruh ayat-ayat
Al-Qur’an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur’an dalam
perjalanannya dari Mekkah menuju ke Madinah. Setahun kemudian, Kitab Al-
Muwatha karangan Imam Malik yang berisikan 1720 hadist pilihan juga
dihafalnya diluar kepala, Imam Syafi’i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di
dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke
Mekkah dan belgjar Figih dari seorang ulama besar yang juga mufti di kota
Mekkah pada saat itu yaitu Imm Muslim bin Khalid Azzan. Kecerdasannya inilah
yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di
kurss mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi’i belum merasa puas
menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin
banyak yang beliau belum mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru
Imam Syafi’i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

KAMAL MUKHTAR

Beliau lahir di Pakandangan (Pariaman Sumatra Barat) pada tahun 1934,
gelar sarjana di perolehnya pada tahun 1962 di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga Y ogyakarta, sebagai seorang sarjana dalam bidang Hukum Islam beliau
mengkhususkan perhatiannya dalam bidang-bidang tafsir hadis dan figih.

Dalam kegiatan ilmunya, beliau pernah menjadi pengurus Muslim Studi
(1956-1961) Sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta (1952-
1990), Sekretaris Depag (1963-1968), sebagai Sekretaris Dewan Penyelenggara
Penafsiran al-Qur’ an.
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